
ASET LAINNYA

UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan ini  adalah mengatur perlakuan akuntansi  atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan

penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini  diterapkan pada akuntansi  aset  lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.  Pernyataan kebijakan ini

berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

Aset  Lainnya merupakan aset  pemerintah daerah yang tidak  dapat  diklasifikasikan sebagai  aset  lancar,  investasi  jangka

panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara

angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah

dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan  Perbendaharaan  (TP)  merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan  terhadap  bendahara  dengan  tujuan  untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari

suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas

kewajibannya.
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Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;◆

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;◆

Kemitraan dengan Pihak Ketiga;◆

Aset Tidak Berwujud;◆

Aset Lain-lain.◆
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Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugas kewajibannya.

Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain

dapat berupa :

Bangun, Guna, Serah (BGS)

Bangun, Serah, Guna (BSG)

Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Sewa

Bangun,  Guna,  Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset  pemerintah daerah oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya

serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,  untuk kemudian menyerahkannya kembali  bangunan dan atau

sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,

biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah,

pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini  harus diatur dalam

perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang

dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu

dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang

tunai.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan  intelektual.  Contoh  aset  tidak  berwujud  adalah  hak  paten,  hak  cipta,  hak  merek,  serta  biaya  riset  dan

pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah

daerah.

Pos Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan

Angsuran,  Tuntutan  Perbendaharaan,  Tuntutan  Ganti  Rugi,  Kemitraan dengan Pihak  Ketiga  dan Aset  Tak  Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang

atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai

kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau

serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

• 

• 

• 

• 
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PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

Aset  lainnya  yang  diperoleh  melalui  pengeluaran  kas  maupun  tanpa  pengeluaran  kas  dapat  diakui  pada  saat  terjadinya

transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi

berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Jenis Aset Lainnya Ketentuan Pengukuran & Penilaian

Tagihan Penjualan Angsuran Dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai

ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan Dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi

dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum

daerah.

Tuntutan Ganti Rugi Dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)

setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang

bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Guna, Serah (BGS) Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/

investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini

disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan

tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah

daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

Untuk aset yang berasal dari  pemerintah daerah: dinilai  sebesar nilai  tercatat

yang  diserahkan  pada  saat  aset  tersebut  dikerjasamakan  dan  disajikan  kembali

sebagai aset tetap.

Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga: dinilai sebesar harga wajar pada

saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud Diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk

memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak

Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau

jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas

tersebut.

Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi

amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa

manfaat selama 5 (lima) tahun. 

Aset Lain-lain Disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal.

◆

Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.◆

• 

• 
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PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Rincian aset lainnya;◆

Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;◆

Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BSG dan BGS);◆

Informasi lainnya yang penting.◆
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